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Abstract. 
This study aims to determine the budget as one of the performance control tools at the Regional Finance and 
Asset Management Agency (BPKAD) of North Sumatra Province, Medan City. The data collection techniques 
used were interviews and documentation. The types of data used are quantitative data and qualitative data. The 
source of data used in this study is secondary data, in the form of Regional Budget Realization Reports. The 
analysis method used is a comparative descriptive analysis method, namely by comparing the budget with 
realization in various sources of financing using variance analysis. The results showed that there were 
irregularities in excess funds of 68.41%, 69.96%, 99.20%, and 32.52% in the budget of BPKAD Medan City for 
2022. The conclusion from the analysis and realization of expenditures is that in the 2022 fiscal year, the BPKAD 
Medan City experienced deviations. Where deviations occur due to the budget that is not absorbed in the budget 
and expenditure realization. Performance control at the Medan City BPKAD for 2022 is considered good because 
the budget is greater than the realization in terms of budget variance and expenditure realization variance. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui anggaran sebagai salah satu alat pengendalian kinerja pada Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data 
kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa Laporan Realisasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif 
komparatif, yaitu dengan membandingkan antara anggaran dengan realisasi pada berbagai sumber pembiayaan 
dengan menggunakan analisis varians. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan kelebihan dana 
sebesar 68,41%, 69,96%, 99,20%, dan 32,52% pada anggaran belanja BPKAD Kota Medan untuk tahun 2022. 
Kesimpulan dari analisis dan realisasi belanja yaitu pada tahun anggaran 2022 BPKAD Kota Medan mengalami 
penyimpangan. Dimana penyimpangan yang terjadi dikarenakan adanya anggaran yang tidak terserap pada 
anggaran belanja dan realisasi belanja. Pengendalian kinerja pada BPKAD Kota Medan untuk tahun 2022 dinilai 
baik karena anggaran lebih besar dibanding realisasinya ditinjau dari varians (selisih) anggaran belanja dan varians 
(selisih) realisasi belanja 

 
Kata Kunci: Anggaran, Belanja, Pengendalian Kinerja  
 
 
PENDAHULUAN 

 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daera (BPKAD) adalah perangkat daerah yang 

melaksanakan fungsi urusan penunjang Pemerintahan Daerah dalam hal pengelolaan keuangan 



 
 
Analisis Anggaran Sebagai Kebijakan Salah Satu Alat Pengendalian Kinerja Pada Badan Pengelola 
Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara Kota Medan 

135        MENAWAN  - VOLUME 2, NO.  1, JANUARI 2024  
 
 

dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan sekaligus sebagai Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) 

dan Pejabat Penatausahaan Barang   berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui  Sekretaris Daerah. 

BPKAD Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu entitas pemerintah kota medan 

yang berkedudukan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sekaligus sebagai 

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang merupakan unsur teknis pemerintah 

kota medan. Sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) BPKAD memiliki peran yang sangat 

strategis dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah. 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah 

pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD dengan menyajikan ikhtisar 

sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah 

pusat/daerah dalam satu periodepelaporan. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan pada 

tahun 2022 menunjukkan bahwa belanja yang terealisasi lebih kecil yang dianggarkan. Dimana 

jumlah belanja yang dianggarkan yakni Rp. 12.649.625.563.716,00 sedangkan realisasinya 

sebesar Rp. 3.690.836.477.741,21. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan 

anggaran yang cukup materil.  

Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BPKAD 

Tahun 2022 

Tahun Anggaran Realisasi Keterangan 
2022 Rp. 

12.649.625.563.
716,00 

Rp. 
3.690.836.477.74

1,21 

Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi 
penyimpangan anggaran yang cukup 
materil. Dimana pada tahun 2022 
menunjukkan bahwa belanja yang 
terealisasi lebih kecil yang dianggarkan. 

 

Hal yang melatar belakangi adanya anggaran yang tidak terserap dan juga terdapat 

kendala-kendala yaitu salah satu kendalanya adanya kegiatan yang petunjuk tekniknya 

terlambat turun karena tidak sempat dilaksanakan dan adanya proyek pembangunan yang 

berlanjut dari tahun penganggaran tidak sempat dilaksanakan tetapi dapat dilaksanakan 

kembali ke tahun berikutnya. 

Perlunya suatu anggaran oleh manajemen adalah untuk dapat menjabarkan 

perencanaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi dan sebagai pedoman kerja sistematis, 

selain itu juga untuk mengetahui penyimpangan- penyimpangan yang terjadi dan yang 
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terpenting untuk meningkatkan tanggungjawab dari masing-masing karyawan atas pekerjaan 

yang menjadi kewajibannya. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat judul  ”Analisis Anggaran Sebagai 

Salah Satu Alat Pengendalian Kinerja Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Provinsi Sumatera Utara Kota Medan”. 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESISI 

Pengertian Akuntansi 

Menurut American Institute of Certified Public Accountant (AICPA), akuntansi adalah 

seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan dengan cara yang signifikan dan dinyatakan 

dalam nilai uang atas transaksi dan peristiwa yang setidaknya berkarakter keuangan dan 

menafsirkan hasilnya. 

Menurut Kieso, dkk (2010), akuntansi adalah sebuah proses yang terdiri atas tiga 

aktivitas, yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengomunikasian. Dalam proses identifikasi ini, 

terjadi proses pengumpulan dan pemilahan bukti-bukti dari aktivitas ekonomi yang relevan. 

Menurut Giri (2017:3), menyatakan bahwa “Akuntansi adalah sebagai suatu proses, 

akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, 

penguraian, peringkasan, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang aktivitas suatu 

epntitas bisnis kepada pihak-pihak yang berkepentingan”. 

Pengertian Anggaran 

Menurut Andriana (2008:1) “Anggaran adalah rencana aktivitas bisnis jangka pendek, 

yang biasanya 12 bulan meliputi pengordinasian secara rinci rencana perusahaan yang 

diharapkan selama periode yang dianggarkan”. 

Menurut Nafarin (2009:12) “Anggaran sebagai suatu rencana keuangan periodik yang 

disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan pernyataan mengenai 

estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam 

bentuk financial, sedangkan penganggagaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan 

suatu anggaran (Mardiasmo (2009:61)). 

Menurut Halim (2007:164) “Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun dalam 

bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk satu periode dan periode anggaran biasanya 

dalam jangka waktu satu tahun”. 
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Karakteristik Anggaran 

Menurut Mulyadi (2015), mengemukakan ada beberapa karakteristik anggaran antara 

lain: 

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan keuangan lainnya.  
2. Umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.  
3. Anggaran berisi komitmen atas kesanggupan manajemen, yang berartibahwa para 

manajer setuju untuk menerima tanggung jawab anggaran. 
4. Proposal anggaran disahkan oleh pihak yang berwewenang dalam menetapkan 

anggaran. 
5. Setelah disahkan, anggaran hanya dapat direvisi dalam keadaan tertentu. 

 

Macam-Macam Anggaran 

Anggaran yang digunakan oleh suatu perusahaan atau organisasi banyak macamnya 

tergantung dari segi mana kita melihatnya. Anggaran digolongkan ke beberapa macam dengan 

tujuan untuk memudahkan dalam menyusun macamanggaran yang diinginkan sesuai dengan 

kebutuhan. 

Fungsi Anggaran 

Fungsi anggaran meliputi tiga kegunaan pokok (Rosmaida Tambunan, 2020) : 

1. Fungsi Perencanaan.  

2. Fungsi Koordinasi. 

3. Fungsi Pengawasan. 

Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban 

Sumarsan (2010:81) mendefinisikan akuntansi pertanggungjawaban sebagai setiap unit 

kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab atas 

kegiatan-kegiatan dalam unit kerjanya. 

Simamora (2012:51) menyatakan bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah bentuk 

akuntansi khusus yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja keuangan segmen bisnis yang 

mensyaratkan setiap manajer berpartisipasi dalam penyusunan rencana finansial untuk 

menyediakan laporan kinerja tepat waktu. Sedangkan, Hansen dan Mowen (2009:229) 

mengemukakan akuntansi pertanggungjawaban adalah alat fundamental untuk pengendalian 

manajemen dan ditentukan melalui empat elemen penting, yaitu pemberian tanggung jawab, 

pembuatan ukuran kinerja atau benchmarking, pengevaluasian kinerja, dan pemberian 

penghargaan. Akuntansi pertanggungjawaban bertujuan mempengaruhi perilaku dalam cara 
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tertentu sehingga seseorang atau kegiatan perusahaan akan disesuaikan untuk mencapai tujuan 

bersama. 

Karakteristik Akuntansi Pertanggungjawaban 

Pusat pertanggungjawaban melakukan kegiatan untuk mencapai satu atau lebih tujuan 

yang disebut objektive. Organisasi secara keseluruhan mempunyai tujuan, pimpinan senior 

menetapkan strategi untuk mencapai tujuan. Objective berbagai pusat pertanggungjawaban 

dalam suatu organisasi membantu implementasi strategi. Karena organisasi merupakan 

sekumpulan pusatpertanggungjawaban, maka apabila setiap pusat pertanggungjawaban 

mencapai objektifnya, maka goal organisasi akan tercapai. 

Konsep Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban 

Sistem akuntansi pertanggungjawaban menghubungkan informasi akuntansi 

manajemen dengan wewenang yang dimilki oleh kepala bagian. Pendelegasian wewenang ini 

menurut pimpinan bahwa untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang kepada 

pimpinan atasnya. Untuk dapat dimintai pertanggungjawabkan, pimpinan tingkat bawah harus 

mengetahui dengan jelas wewenang apa yang didelegasikan kepadanya oleh pimpinan 

diatasnya. 

Pengertian Pusat Pertanggungjawaban 

Menurut Kautsar Riza Salman (2016 : 111), “Pusat pertanggung jawaban adalah setiap 

unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas 

aktivitas yang dilakukan oleh unit organisasi yang dipimpinnya”. 

Hubungan Anggaran dengan Akuntansi Pertanggungjawaban 

Anggaran menurut Mulyadi dalam buku “Akuntansi Manajemen” (2015:165) dapat 

memberikan tiga fungsi pokok pada pimpinan suatu pusat pertanggunjawaban, yaitu: (1) 

menyatakan beberapa kebutuhan keuangan (biaya) perekonomian pada periode tertentu, (2) 

menjadi dasar untuk mengambil tindakankoreksi saat jumlah dianggarakan tidak sama dengan 

jumlah realisasi sesungguhnya, (3) anggaran dapat juga menjadi dasar untuk mengevaluasi 

kinerja pemerintah dimana anggaran menyediakan tolak ukur untuk mengevaluasi pimpinan 

yang bertanggungjawab melaksanakan anggaran tersebut dan mengontrolnya. 

Hubungan Anggaran dengan Pengendalian 

Manusia membutuhkan adanya suatu pengendalian dalam kehidupannya atas apa yang 

sedang dilakukan maupun yang telah dilakukan. Adanya pengendalian juga dibutuhkan oleh 
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suatu daerah untuk menjalankan kegiatan perekonomian. Hal ini dilakukan untuk memastikan 

bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Laporan Pertanggungjawaban  

Laporan pertanggungjawaban merupakan laporan-laporan yangmenerangkan hasil dari 

aplikasi konsep akuntansi pertanggngjawaban yang memegang peranan penting dalam 

kegiatan penyusunan perencanaan dan pengawasan atas jalannya operasi perekonomian. Isi 

laporan pertanggungjawaban harussesuai dengan tingkatan manajemen yang akan 

menerimanya. Laporan pertanggungjawaban harus mencantumkan semua biaya yang 

sesungguhnya dikeluarkan disertai dengan jumlah biaya yang dianggarkan. 

Analisis Varians 

Penilaian kinerja anggaran pada umumnya menggunakan analisis selisih (varians) 

anggaran. Mahmudi (2013:66) menjelaskan bahwa analisis varians dilakukan dengan cara 

mengevaluasi selisih terjadi antara anggaran dengan realisasi. Selisih anggaran dapat 

dikategorikan menjadi dua, yaitu selisih menguntungkan (favourable) dan tidak 

menguntungkan (unfavorable). 

 

METODE PENELITIAN 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Deskriptif 

Komparatif yaitu dengan membandingkan antara anggaran dengan realisasi pada berbagai 

sumber pembiayaan dengan menggunakan analisis varians.Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian adalah Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah.Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut: Data 

Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka berupa laporan, memberi 

penjelasan kegiatan operasional pemerintah danlaporan keuangan. Data Kualitatif, yaitu data 

yang diperoleh dalam bentuk informasi dan penjelasan dari pihak instansi yang berkompeten 

seperti gambaran umum instansi dan informasi lainnya. 

 

Lokasi dan Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah Anggaran Sebagai Salah Satu Alat Pengendalian Kinerja 

Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jl. Imam Bonjol No. 18 Lt. 7 

Gedung Bank Sumut, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. 
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Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk 

melakukan penelitian adalah :  

1. Wawancara dengan pimpinan dan staf yang berkompeten seputar kegiatan pengelolaan 

keuangan daerah yang menjadi objek penelitian. 

2. Dokumentasi, yaitu mengambil data-data yang telah di dokumentasikan oleh pihak 

instansi sebagai data tambahan dalam pelaksanaan penelitian ini.  

3. Interview, yaitu dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab. 

Teknik Pengolahan Data  

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah teknik analisis varians yaitu analisis 

yang dilakukan terhadap perbedaan biaya yang terjadi antara anggaran dan biaya yang 

sesungguhnya terjadi dan ditelusuri komponen penyebab terjadinya perbedaan tersebut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan data anggaran belanja dan realisasi belanja Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan tahun anggaran 2022 menurut bapak Muhammad 

Faisal, S.E dinyatakan bahwa “anggaran belanja dan realisasi belanja tahun 2022 mengalami 

peningkatan, karena dalam satu tahun anggaran yang akan dijabarkan ke dalam bentuk 

program kegiatan yang dituangkan dalam laporan realisasi anggaran, maka otomatis dari 

nilai potensi pendapatan dibidang anggaran akan memproyeksikan menyusun rencana 

program kegiatan dalam bentuk belanja sumber pendapatan itu”.  

Anggaran belanja dan realisasi belanja meningkat dilihat dari berapa yang terealisasi 

dari anggaran yang dianggarkan setiap dines. Tetapi dalam satu tahun anggaran terdapat adanya 

anggaran yang tidak terserap yaitu bahwa anggaran yang tidak terserap itu karena terjadinya 

penyimpangan anggaran belanja dan realisasi belanja, bahwa anggaran yang tidak terserap itu 

akan dianggarkan di tahun berikutnya dan juga terdapat beberapa kendala teknik dilapangan 

sehingga tidak terserap yaitu salah satu kendalanya adanya kegiatan yang petunjuk tekniknya 

terlambat turun karena tidak sempat dilaksanakan tetapi dapat dilaksanakan kembali ke tahun 

berikunya. 
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Penyimpangan tersebut diperoleh dari hasil persentase realisasi belanja dengan 

anggaran belanja yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: 

𝑃𝑒𝑛𝑦𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 =
𝑆𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ 𝐿𝑒𝑏𝑖ℎ/𝐾𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
× 100% 

Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilihat 

pada Tabel 1.1. Sedangkan hasil perhitungan analisis varians Anggaran Belanja Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dapat dilihat pada Tabel 1.2. Perhitungan 

analisis varians dilakukan terhadap empat kategori belanja yang terdapat pada Laporan 

Realisasi Anggaran, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga, dan Belanja 

Transfer. 
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Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan Tahun 2022. 
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Tabel 1.2 Perhitungan Analisis Varians Anggaran Belanja Badan Pengelola Keuangan 
dan Aset Daerah Kota Medan Tahun 2022 

 

1. Belanja Operasi 

 Hasil perhitungan analisis varians yang dilakukan pada belanja operasi 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan komponen belanja operasi menghasilkan 

penyimpangan yaitu selisih kelebihan dana sebesar 68,41% dengan selisih Rp. 

5.233.029.222.347,24. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa anggaran 

belanja operasi tidak dapat terserap secara penuh. Dalam anggaran belanja dan realisasi 

belanja pada belanja operasi bahwa anggaran yang tidak terserap itu dikarenakan 

terdapatnya sejumlah kegiatan kerja dan program kerja yang sebelumnya telah 

dianggarkan namun tidak sempat dilaksanakan karena keterbatasan waktu. Dan juga di 

dalam perhitungan analisis varians bahwa anggaran yang dikeluarkan lebih besar dari 

pada realisasinya. 

2. Belanja Modal 

 Hasil perhitungan analisis varians yang dilakukan pada belanja modal 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan komponen belanja modal menghasilkan 

penyimpangan yaitu selisih kelebihan dana sebesar 69,96% dengan selisih Rp. 

1.366.425.563.694,55. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa anggaran 

belanja modal tidak dapat terserap secara penuh. 

 

3. Belanja Tidak Terduga 

BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai 3.389.494.648.546,00Rp        1.322.969.532.583,00Rp      2.066.525.115.963,00Rp      60,9685316 Favorable
Belanja Barang dan Jasa 2.528.763.172.846,00Rp        565.067.183.073,76Rp         1.963.695.989.772,24Rp      77,65440476 Favorable
Belanja Hibah 1.695.551.376.043,00Rp        527.124.871.861,00Rp         1.168.426.504.182,00Rp      68,91130052 Favorable
Belanja Bantuan Sosial 35.342.972.550,00Rp             961.360.120,00Rp                34.381.612.430,00Rp           97,27991153 Favorable

Jumlah 7.649.152.169.985,00Rp        2.416.122.947.637,76Rp      5.233.029.222.347,24Rp      68,41319281 Favorable
BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah 254.994.921.040,00Rp           -Rp                                  254.994.921.040,00-Rp         0 Unfavorable
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 310.077.982.759,00Rp           19.970.547.031,00Rp           290.107.435.728,00Rp         93,55950821 Favorable
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 432.992.536.209,00Rp           2.090.803.412,45Rp             430.901.732.796,55Rp         99,51712715 Favorable
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 949.091.014.868,00Rp           53.550.115.515,00Rp           895.540.899.353,00Rp         94,35774708 Favorable
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.722.165.161,00Rp               851.748.304,00Rp                4.870.416.857,00Rp             85,11492975 Favorable

Jumlah 1.952.878.620.037,00Rp        76.463.214.262,45Rp          1.366.425.563.694,55Rp      69,96981531 Favorable
BELANJA TIDAK TERDUGA
Belanja Tidak Terduga 45.700.753.548,00Rp             362.680.625,00Rp                45.338.072.923,00Rp           99,20640121 Favorable

Jumlah 45.700.753.548,00Rp             362.680.625,00Rp               45.338.072.923,00Rp          99,20640121 Favorable
BELANJA TRANSFER
Belanja Bagi Hasil 2.588.009.792.626,00Rp        1.197.887.635.216,00Rp      1.390.122.157.410,00Rp      53,71394503 Favorable
Belanja Bantuan Keuangan 413.884.227.520,00Rp           -Rp                                  413.884.227.520,00-Rp         0 Unfavorable

Jumlah 3.001.894.020.146,00Rp        1.197.887.635.216,00Rp      976.237.929.890,00Rp         32,52073269 Favorable

Favorable

Uraian Anggaran Analisis VariansRealisasi Penyimpangan % F/U

Total Belanja 12.649.625.563.716,00Rp      3.690.836.477.741,21Rp      8.958.789.085.974,79Rp      70,82256341



 
 
 

e-ISSN: 3025-4728, Hal 134-147 
 

 Hasil perhitungan analisis varians yang dilakukan pada belanja tidak terduga 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan komponen belanja tidak terduga menghasilkan 

penyimpangan yaitu selisih kelebihan dana sebesar 99,20% dengan selisih Rp. 

45.338.072.923,00. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa anggaran belanja 

tidak terduga tidak dapat terserap secara penuh. Dikarenakan tidak banyaknya 

pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan 

mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah 

tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. 

4. Belanja Transfer 

 Hasil perhitungan analisis varians yang dilakukan pada belanja transfer 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan komponen belanja transfer menghasilkan 

penyimpangan yaitu selisih kelebihan dana sebesar 32,52% dengan selisih Rp. 

976.237.929.890,00. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa anggaran 

belanja transfer tidak dapat terserap secara penuh. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan data dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa anggaran belanja dan 

realisasi belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan (BPKAD) tahun 

anggaran 2022 menunjukkan bahwa anggaran belanja pada belanja modal tidak dapat terserap 

secara penuh. Sehingga mengalami penyimpangan yang disebabkan terdapatnya jumlah 

kegiatan kerja dan program kerja yang sebelumnya telah dianggarkan namun tidak sempat 

dilaksanakan karena keterbatasan waktu. Pada anggaran belanja dan realisasi belanja pada 

belanja modal dapat diketahui bahwa anggaran belanja modal tidak terserap secara penuh 

karena terdapat selisih kelebihan dana atas pengganggaran terhadap belanja modal, dimana 

total anggaran lebih besar dari pada realisasinya. Anggaran belanja dan realisasi belanja pada 

belanja tidak terduga dapat diketahui bahwa anggaran belanja tidak terduga tidak terserap 

secara penuh karena tidak banyaknya pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan 

darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas 

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Sedangkan pada anggaran 

belanja dan realisasi belanja pada belanja transfer dapat diketahui bahwa anggaran belanja 

transfer tidak terserap secara penuh karena terdapat selisih kelebihan dana atas pengganggaran 

terhadap belanja transfer, dimana total anggaran lebih besar dari pada realisasinya. 
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Sehingga hasil analisis varians terhadap belanja operasi, belanja modal, belanja tidak 

terduga, dan belanja transfer menunjukkan bahwa secara keseluruhan total anggaran belanja 

mengalami penyimpangan kekurangan dana sebesar 70,82% dengan selisih Rp. 

8.958.789.085.974,79. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Medan tahun anggaran 2022 dalam pelaksanaan program kegiatan Belanja 

Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga, dan Belanja Transfer tidak terdapat efisiensi 

dalam penggunaan dana. 

Penyimpangan yang terjadi terhadap anggaran belanja pada BPKAD Kota Medan 

sepenuhnya menunjukkan arah penyimpangan yang sama pada anggaran belanja modal, 

dimana penyimpangan yang terjadi merupakan penyimpangan dana lebih dengan persentase 

sebesar 69,96% dengan selisih Rp. 1.366.425.563.694,55. Hal ini menunjukkan bahwa tidak 

terjadi penggunaan anggaran yang melebihi batasan yang telah dianggarkan. Kelebihan 

penggunaan dana tersebut terjadi karena adanya peningkatan kebutuhan terhadap belanja 

modal. Penyimpangan kelebihan dana yang terjadi pada akhir periode sebelum penutupan buku 

harus diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah agar dikembalikan ke dalam kas daerah. 

Sedangkan untuk penyimpangan kekurangan dana BPKAD Kota Medan harus mengajukan 

perubahan kegiatan anggaran tersebut ke dewan pengawas guna memperoleh persetujuan biaya 

yang terjadi. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan (BPKAD) tahun 

anggaran 2022 pada pengendalian kinerja dinilai baik karena anggaran lebih besar di banding 

realisasinya ditinjau dari varians (selisih) anggaran belanja dan varians (selisih) realisasi 

belanja. 

Menurut teori Halim dan Kusufi (2016) anggaran adalah sebagai bentuk pengendalian 

dan merupakan sebagai salah satu alat pengendalian kinerja. Sehingga anggaran yang 

dianggarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan tahun 

2022 mengalami selisih anggaran pada anggaran belanja dan realisasi belanja pada anggaran 

belanja belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa anggaran dan realisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kota Medan tahun 2022 mengalami selisih. Dimana selisih yang terjadi dikarenakan 
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adanya anggaran yang mengalami selisih kelebihan dana pada anggaran belanja dan realisasi 

belanja pada anggaran belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja 

transfer. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan (BPKAD) tahun 2022 pada 

pengendalian kinerja dinilai baik karena anggaran lebih besar di banding realisasinya ditinjau 

dari varians (selisih) anggaran belanja dan varians (selisih) realisasi belanja. 

Dimana perhitungan analisis varians terhadap komponen-komponen belanja operasi, 

belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer menunjukkan bahwa rata-rata 

komponen belanja mengalami penyimpangan antara anggaran belanja dan realisasinya. Hal ini 

menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan tahun anggaran 

2022 dalam pelaksanaan program kegiatan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak 

terduga, dan Belanja Transfer tidak terdapat efisiensi dalam penggunaan dana. 

Implikasi 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan dalam menggali potensi 

pengelolaan keuangan sebaiknya terus dilakukan sosialisasi, pembinaan, serta 

bimbingan agar tujuan dan sasaran dari peraturan ini dapat tercapai.  

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk memperkaya hasil 

penelitian mengenai Analisis Anggaran Sebagai Salah Satu Alat Pengendalian Kinerja 

Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. 

Keterbatasan 

Penelitian ini hanya terfokus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kota Medan. 

Rekomendasi 

1. Diharapkan BPKAD Kota Medan dapat mengoptimalkan pengelolaan dalam 

pelaksanaan program kegiatan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga, 

dan Belanja Transfer. Sehingga dapat memaksimalkan realisasi anggaran belanja 

daerah dan meningkatkan kembali kebutuhan daerah kota medan. 

2. Diharapkan BPKAD Kota Medan dapat memaksimalkan anggaran belanja dan realisasi 

belanja yang tidak terserap di tahun anggaran berikutnya. 

3. Diperlukan pada BPKAD Kota Medan untuk lebih efisien dalam mengelola anggaran 

realisasi belanja untuk membiayai kegiatan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja 

Tidak terduga, dan Belanja Transfer. 
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